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KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

®

bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan
keuangan negara telah mengakibatkan perubahan pengelolaan anggaran

negara yang mengacu pada pengelolaan anggaran berbasis kinerja;

. bahwa untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang memenuhi prinsip

efektivitas dan efisiensi serta memenuhi prinsip-prinsip tatakelola
pemerintahan yang baik (good public governance) perlu dilakukan
Pemeriksaan kinerja;

bahwa terbitnya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesai
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi acuan dalam pelaksanaan
pemeriksaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

. bahwa diperlukan suatu Modul Pemeriksaan Kinerja yang dapat menjadi

arahan dan sekaligus petunjuk pelaksanaan bagi pengawas untuk mencapai
tingkat tertinggi standar kualitas pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan
menjadi dasar evaluasi kualitas atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja serta
menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan pemeriksaan kinerja;

bahwa sejalan dengan misi Mahkamah Agung "Menjaga independensi
badan peradilan" Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan
mewujudkan independensi peradilan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat;

bahwa Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga penegak hukum
lainnya telah menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi bersama
dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dituangkan dalam
Rencana Aksi Pembaruan oleh (Pokja) Pengawasan Mahkamah Agung.
Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan instrumen audit

kinerja dan penilaian intgritas pengadilan;



Mengingat

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas

Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI,
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/II1/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/3/2008 tanggal 31 Maret 2008 Pedoman Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KETIGA

151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 03
Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.
024/KMA/SK/11/2012 tentang Struktur Organisasi Tim Pengembangan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN AUDIT KINERJA DAN PENILAIAN INTEGRITAS
PENGADILAN;

Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan merupakan
petunjuk pelaksanan Audit Kinerja dan Penilaian Integritas pada seluruh
pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan;

Pedoman pelaksanan Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan sebagai
mana tercantum dalam lampiran I tentang Pedoman pelaksanaan Audit Kinerja
dan Lampiran II tentang Pedoman Penilaian Integritas Pengadilan;

Sejak ditetapkannya keputusan ini maka, Surat Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 26A/BP/SK/V1/2010 tentang Pedoman
Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan dan No.38/BP/SK/VII/2012 tentang
Pedoman Audit Kinerja dan Integritas Pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi;
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Agustus 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

4. Yth. Para Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.



Lampiran I

Surat Keptusan Kepala Badan Pengawasan MA RI
Nomor : 043 /BP/SK/VIII/2013

Tanggal : Agustus 2013

PEDOMAN AUDIT KINERJA PERADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013

A. Prinsip Pemeriksaan Kinerja

Prinsip dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja yakni :

1
2)

3)

4
5)

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
prinsip ekonomis, efektif dan efisien dalam penggunaan input-input kegiatan dan proses
pelaksanaan pelayanan publik;
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance).
Penialaian Kinerja mengacu pada parameter international framework of court excellence
yang meliputi :

a) Manajemen dan kepemimpinan peradilan

b) Kebijakan peradilan

¢) Sumber daya

d) Proses pengadilan

e) Kebutuhan dan kepuasan pengguna

f) Akses dan keterjangkauan

g) Kepercayaan masyarakat

B. Ruang lingkup Pemeriksaan Kinerja

Ruang lingkung dalam pemeriksaan kinerja, terdiri atas 5 (lima) bidang pemeriksaan yakni:

1)
2)
3)
4)
5)

Pelayanan Administrasi Peradilan;
Pelayanan Bantuan Hukum;

Pelayanan Penanganan Pengaduan;
Pelayanan Keterbukaan Informasi;

Pelayanan Administrasi Umum.

C. Pokok-Pokok Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja yang menjadi pokok pemeriksaan adalah sebagai
berikut :
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1) memastikan adanya kesesuaian antara kinerja unit kerja/lembaga dengan kriteria atau

standard yang ditetapkan;

2) mengkaji, menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan kinerja yang

dilihat dari indikator input, output, proses dan manfaat;

3) melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai masukan

bagi perbaikan dan peningkatan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan secara independen, obyektif, akuntabel, cermat, efisien dan

efektif serta berorientasi pada upaya perbaikan kinerja.

D. Materi Pemeriksaan Kinerja

Adapun yang menjadi materi dalam pemeriksaan kinerja adalah :

1) Materi Pemeriksaan Kinerja terhadap pelayanan Administrasi Peradilan;

No. Perspektif/Sasaran/Target Bobot

Indikator

1

Meningkatnya Kemampuan 25% 1.1

Manajerial dan

Pendistribusian perkara dari Ketua
Pengadilan sesuai konsep pemerataan.

Kepemimpinan Pengadilan 1.2

Panjar perkara sudah sesuai dengan
ketentuan. Catt:
Tidak berlaku untuk Dilmil

1.3

Laporan penanganan perkara dibuat
periodik sesuai ketentuan.

14

Terselenggaranya manajemen yang efektif
dengan menampung dan membahas
permasalahan yang disampaikan oleh
aparat.

1.5

Terdeteksinya resiko dan permasalahan
pada Pengadilan melalui Rapat Bulanan

1.6

Meningkatnya pengendalian atas keuangan
perkara

1.7

Meningkatnya pengawasan masing-masing
bidang.

1,8

Adanya mekanisme pemantauan putusan

untuk terciptanya persamaan penerapan
hukum.

1.9

Meningkatnya koordinasi pengadilan
dengan instansi terkait.

1.10

Penyelesaian perkara.

1,11

Berita Acara

1.12

Meningkatnya pengawasan minutasi
perkara secara tertib.

2  Meningkatnya Kualitas 10% 2.1
Kebijakan dan Perencanaan

Meningkatnya pelayanan penanganan
perkara.
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Pengadilan 2,2 Meningkatnya mekanisme penanganan
perkara.
3  Meningkatnya kualitas 25% 3,1 Meningkatnya proses pelayanan penerimaan
proses peradilan perkara (kecuali Dilmil)

3,2 Keuangan perkara dikelola  secara
akuntabel.

3.3. Pengembalian sisa panjar

3.4. Salinan Putusan

3.5. Adanya kemudahan dalam memperoleh
salinan putusan.

3.6. Penyusunan Berkas

3.7. Penyimpanan Berkas Perkara

3.8. Adanya pelayanan yang cepat dan akurat.

3.9. Biaya perkara diselenggarakan sesuai
dengan azas efektif dan efisien

3.10. Adanya keteraturan jadwal sidang
3.11. Terciptanya akuntabilitas keuangan perkara.
3.12. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
untuk keamanan dan kenyamanan para
pencari keadilan.
4 Meningkatnya pelayanan 15% 4.1. Adanya pelayanan konsultasi tata cara
kebutuhan dan kepuasan berperkara di pengadilan.
pengguna pengadilan 42. Adanya penyelenggaraan sidang di luar
kantor untuk membantu masyarakat yang
lokasinya jauh dari pengadilan.

43. Adanya informasi yang cukup atas hak dan
kewajiban pihak berperkara.

4.4. Adanya pelayanan penterjemah di
pengadilan.

5 Meningkatnya kepercayaan 25% 5,1 Meningkatnya kepercayaan masyarakat
masyarakat kepada kepada panitera sidang.
Ig:;lakn amah AgungP:{l"‘II dﬁ:g 5,2 Meningkatnya lfepercayaan masyarakat atas
dibawahnya putusan pengadilan.

5.3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap hakim dan aparat di pengadilan.

5.4. Timbulnya kepercayaan masyarakat akan
adanya asas perlakuan yang sama.

5.5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas
pengelolaan biaya perkara.

5.6. Pengguna pengadilan merasa yakin bahwa
pengadilan telah mengelola panjar biaya
perkara secara transparan

5.7. Adanya pemberitahuan atas penundaan
sidang.

5.8. Adanya kepercayaan atas hasil kerja aparat
pengadilan.

5.9. Adanya kepastian dokumen terkait perkara

dari pengguna pengadilan.
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5.10. Adanya kepercayaan pengguna pelayanan
pengadilan atas independensi aparat
pengadilan.

5.11. Adanya kepercayaan pengguna pelayanan
pengadilan atas pelaksanaan pembaruan di
pengadilan.

2) Materi Pemeriksaan Kinerja terhadap pelayanan Bantuan Hukum;

Perspektif/Sasaran/Target

Bobot

Indikator

1  Meningkatnya keahlian 15% 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan bantuan hukum
Manajemen/Kepemimpinan kepada masyarakat.
dalam pengelolaan bantuan
hukum
2  Meningkatnya Kualitas 15% 2.1 Terwujudnya kebijakan bantuan hukum yang
Kebijakan pengelolaan dan efektif.
pelaksanaan bantuan hukum
2.2 Meningkatnya penggunaan anggaran bantuan
hukum secara efektif dan efisien.
3 Ketersediaan fasilitas 15% 3.1 Meningkatnya fasilitas/sarana prasarana yang
ruangan untuk bantuan memadai untuk kegiatan bantuan hukum
hukum
4 Meningkatnya proses 20% 4.1 Meningkatnya pelayanan bantuan hukum.
administrasi dan
pengelolaan bantuan hukum 4.2 kesiapan terhadap pelayanan permohonan bantuan
hukum
4.3 tercatatnya seluruh data yang terkait dengan
permohonan bantuan hukum
4.4 tertibnya pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
bantuan hukum
5 Terpenuhinya pelayanan 10% 5,1 Meningkatnya kualitas layanan bantuan hukum
kebutuhan dan kepuasan
pengguna pelayanan
bantuan hukum
6 Terpenuhinya pelayanan 10% 6,1 tersedianya informasi dan kesigapan pelayanan
kebutuhan dan kepuasan bantuan hukum
pengguna pelayanan
bantuan hukum
7 Meningkatnya kepercayaan 15% 7,1 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada
masyarakat kepada integritas aparat pengadilan atas kinerjanya dalam
Mahkamah Agung RI dan pelayanan bantuan hukum.
Badan Peradilan
dibawahnya dibidang
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bantuan hukum 7,2 Meningkatnya pelayanan atas masyarakat pelosok.

3) Materi Pemeriksaan Kinerja terhadap pelayanan Penanganan Pengaduan;

Perspektif/Sasaran/Target Indikator

1 Komitmen pimpinan pengadilan 15% 1.1 Adanya kemauan yang kuat dari
dalam melaksanakan SK KMA No. pimpinan  pengadilan untuk
076/2009 memahami pedoman penanganan

pengaduan  di lembaga peradilan
1.2 Telah dibentuk Meja
Pengaduan

1.3 Adanya sosialisasi SK KMA No.
076/2009 di lingkungan internal
pengadilan

1.4 Adanya sosialisasi eksternal kepada
masyarakat mengenai
prosedur penyampaian pengaduan.

2  Kebijakan dan perencanaan penanganan  10% 2.1 Adanya perencanaan
pengaduan penganggaran untuk kegiatan
penanganan pengaduan

2.2 Adanya monitoring dan evaluasi atas
kegiatan penagangan pengaduan

3 Sumber daya manusia yang 15% 3.1 Petugas meja pengaduan yang
melaksanakan fungsi penanganan memahami prosedur dan administrasi
pengaduan penanganan pengaduan

3.2 Tersedianya hakim dan pegawai yang
memiliki kemampuan untuk melakukan
pemeriksaan pengaduan

4 Proses Penanganan Pengaduan 15% 4.1 Tersedianya perangkat administrasi
pengaduan

4.2 Dilaksanakan administrasi pengaduan
secara tertib

4.3 Setiap pengaduan yang diterima
ditangani secara benar (Hanya
dilakukan penilaian dalam hal terdapat
pengaduan yang diterima)
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4.4

Dilaksanakannya delegasi untuk
melakukan pemeriksaan secara cepat
(Hanya dilakukan penilaian dalam hal
terdapat pengaduan yang diterima)

Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna
atas penanganan pengaduan

15%

5.1

Tersedianya informasi yang memadai
mengenai prosedur/ tatacara
penyampaian pengaduan

5.2

Tersedianya layanan pengaduan secara
mudah dan bervariasi

53

Transparansi penanganan pengaduan
(Hanya dilakukan dalam hal terdapat
pengaduan yang diterima)

Akses dan Keterjangkauan masyarakat
untuk menyampaikan pengaduan

15%

6.1

Layanan Pengaduan secara
Cuma-Cuma

6.2

Meja pengaduan yang mudah diakses

6.3

Petugas meja pengaduan yang
memahami prosedur dan penanganan
pengaduan

Kepercayaan Masyarakat untuk
menyampaikan pengaduan

15%

7.1

Kepastian status pengaduan (Hanya
dilakukan penilaian dalam hal terdapat
pengaduan yang diterima)

7.2

Publikasi data layanan pengaduan

4) Materi Pemeriksaan Kinerja terhadap pelayanan Keterbukaan Informasi;

Perspektif/Sasaran/Target
Terlaksananya peran Manajemen

dalam mendukung Pelayanan
Informasi pada Satker Pengadilan

Bobot

Indikator

Pengadilan telah menunjuk Pejabat
PPID, Penanggung jawab informasi
dan Petugas Informasi berdasarkan SK
1-144/2011.

1.2 Laporan akses informasi
1.3 Pembaruan dan pemantauan informasi
pada web Pengadilan secara periodik.
1.4  Sosialisasi pada masyarakat
1.5 Penyampaian Laporan
1.6 Pimpinan pengadilan telah menetapkan
SOP layanan informasi
1.7 Pimpinan pengadilan telah melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan informasi
Terciptanya kebijakan dan 10,0% 2.1 Pimpinan pengadilan menetapkan
perencanaan yang mendukung standar biaya perolehan salinan
pelaksanaan pelayanan khususnsya informasi di unit/satuan kerjanya
dalam perolehan informasi di peradilan
Seluruh pegawai telah mengetahui dan  15,0% 3.1  Seluruh aparatur pengadilan telah

memahami tentang pedoman
pelayanan informasi di pengadilan
melalui SK KMA No. 1-144 Tahun

memahami atau setidak-tidaknya tahu
mengenai SK KMA nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman
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2011

Pelayanan Informasi di Pengadilan

3.2

Pengadilan mengupayakan
ketersediaan SDM yang menguasai IT
untuk mengelola situs pengadilan dan
secara fungsional bertugas sebagai
petugas informasi

33

Pengadilan telah menyediakan
anggaran layanan informasi di dalam
DIPA pengadilan yang cukup untuk
pembiayaan layanan informasi (untuk
fasilitas-fasilitas khusus spt situs
internet, meja informasi dan lain-lain)

34

Pengadilan telah menyediakan sarana
dan prasarana layanan informasi (meja
informasi, situs resmi, register
permohonan, formulir-formulir)

3.5

Pengadilan telah menggunakan sistem
pengelolaan informasi berbasis IT

3.6

PPID telah menyusun laporan layanan
keterbukaan informasi sesuai
ketentuan dalam SK 1-144/2011

4 Proses Pelayanan Informasi dan 15% 4.1
prosedur pelayanan memadai

Pengadilan mengumumkan informasi
yang harus diumumkan secara berkala
menggunakan papan pengumuman
atau media lainnya yang mudah dilihat
(buku terbitan atau situs) oleh

pengguna pengadilan

4.2

Pengadilan menyediakan buku register
permohonan informasi danformulir A
dan B dalam hal pengajuan
permohonan informasi untuk
mencatat hal-hal yang berkaitan
dengan permohonan informasi

4.3

Pengadilan telah menetapkan daftar
informasi publik, yang wajib
diumumkan secara berkala dan yang
wajib tersedia setiap saat dan
diumumkan secara berkala, informasi
yang wajib tersedia setiap saat dan
informasi terbuka lainnya yang dapat
diminta/diakses oleh publik antara lain:
Profil Pengadilan; Prosedur beracara;
Biaya Perkara dan PNBP; Agenda
Sidang; Bantuan Hukum; Tata cara
penyampaian pengaduan; tata cara &
biaya memperoleh pelayanan
informasi

44

Setiap pejabat yang secara fungsional
ditunjuk sebagai penanggungjawab
informasi (Panmud, Kaur/Kasub) telah
mengumpulkan dan menyiapkan
informasi yang wajib tersedia setiap
saat dan dapat diakses oleh publik,
meliputi:
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Seluruh informasi yang wajib
diumumkan secara berkala yang ada
pada unit kerjanya; Daftar informasi
pada unit kerjanya; softcopy dan
hardcopy putusan dan penetapan;
kondisi perkara; pengawasan dan
disiplin; standar dan maklumat
pelyananan pengadilan; profil hakim
dan pegawai; Anggaran Pengadilan;
Surat-surat dinas; Surat-surat
perjanjian antara pengadilan dan pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya

4.5

Pengadilan memperbarui informasi
yang harus diumumkan secara berkala
sedikitnya 6 bulan sekali (tanggal 2
Januari dan 1 Juli)

4,6

Pengadilan mengumumkan Laporan
Berkala tentang Pelayanan
Keterbukaan Informasi
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu
setelah disusun

4,7

Pengadilan mengumumkan agenda
sidang dalam 1 (satu) pekan,
selambat-lambatnya pada hari pertama
pekan berjalan

4,8

Pengadilan mengumumkan agenda
sidang melalui papan pengumuman,
situs dan media lainnya yang mudah
diakses oleh masyarakat

4,9

Petugas memberikan keterangan
kepada pemohon mengenai estimasi
jangka waktu dikabulkan/ditolaknya
permohonan informasi kepada
pemohon

4.10.

Petugas informasi selalu memberikan
kesempatan kepada pemohon untuk
membaca dahulu informasi yang
dimohonkan agar pemohon dapat
memutuskan akan memperbanyak
informasi atau tidak

4,11

Pengadilan mengunggah (upload) atau
mengumumkan putusan dan penetapan
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
setelah putusan/penetapan tersebut
dibacakan melalui sidang pengadilan

4,12

Setiap permohonan informasi
dilakukan dengan cara mengisi
formulir permohonan informasi yang

disediakan

5  Terpenuhinya Kebutuhan & Kepuasan 15,0% 5.1
Pemohon atas Informasi

Pengadilan membantu pemohon
informasi dalam memperoleh
informasi yang dibutuhkan dengan
ramah dan baik
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5.2

33

Pengguna pengadilan dapat dengan
mudah mengakses informasi-informasi
mengenai:

Struktur dan organisasi pengadilan;
Panduan mengenai tatacara beracara;
Jadwal sidang; Panduan mengenai
tatacara menyampaikan pengaduan;
Biaya perkara di pengadilan; Tatacara
memperoleh bantuan hukum; Tatacara
mengajukan permohonan informasi;
Pengadilan memperlakukan pengguna
layanan informasi dengan penuh
penghargaan dan berorientasi pada
pelayanan

54

Pengadilan memberikan pelayanan
menyesuaikan dengan kebutuhan
pengguna layanan informasi dengan
keterbatasan fisik atau kebutuhan
khusus lainnya

6  Adanya Kemudahan Akses dan
Keterjangkauan Informasi

15,0%

Di pengadilan terdapat panduan
mengenai tatacara pemohon informasi
yang diumumkan melalui papan
pengumuman dan situs pengadilan

6.2

informasi yang diberikan dalam bentuk
dokumen softcopy tidak dipungut
biaya

6.3

Pengadilan tidak mengenakan biaya

leges terhadap permohonan informasi
berupa putusan karena yang diberikan
kepada pemohon bukan salinan resmi

7 Area Kepercayaan Masyarakat

15,0%

Pemohon informasi mendapatkan bukti
pengajuan permohonan
informasi/bukti pernyataan keberatan
dan tanda terima biaya permohonan
informasi dan dicatatkan pada buku
register permohonan informasi

)

Pengadilan menyusun laporan tahunan
yang menyebutkan tentang;

jumlah permohonan yang diterima;
Waktu yang diperlukan dalam
memenuhi setiap Permohonan
informasi; Jumlah permohonan yang
dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya; Jumlah Permohonan yang
ditolak; Alasan penolakan permohonan
informasi

5) Materi Pemeriksaan Kinerja terhadap pelayanan Administrasi Umum

Perspektif/Sasaran/Target

Indikator

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan,
Pengelolaan dan Pelaporan Anggaran

20%

1.1

Rencana Kegiatan dan Anggaran
disusun berdasarkan kebutuhan riil
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1,2

Realisasi anggaran sesuai dengan
perencanaan

1,3 Pemanfaatan output
1,4 Persentase  penyerapan anggaran
terhadap rencana penarikan dana.
1,5 Output rill sesuai dengan output yang
sudah direncanakan sebelumnya
1,6 Pengguna anggaran
1,7 Pelaporan Keuangan
1.8 Tindaklanjut hasil pemeriksaan
Internal dan Eksternal
2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya  20% 2.1 Penetapan uraian tugas dan tanggung
Manusia. jawab oleh pimpinan terhadap
seluruh personil.
2.2. Usulan untuk mengikuti diklat
2,3 Usulan kebutuhan formasi pegawai.
24. Pengisian formasi jabatan yang
kosong
2.5. Penegakan disiplin kerja pegawai
3 Meningkatkan pengelolaan barang 20% 3.1. Meningkatnya efektifitas penggunaan
milik negara (BMN) BMN
3.2 Status penggunaan
33 Penghentian dari penggunaan dan
penghapusan
3.4. Penatausahaan Persediaan
3.4.1 Pencatatan
342  Stock Opname
4 Meningkatnya kualitas penyusunan 20% 4.1 Penyusunan LAKIP
SlStlm. Akuntabilitas Kinerja Instansi 4.2 Dokumen SAKIP  meliputi
Pemerintah (SAKIP) Renstra, IKU, RKT dan PK
43 Dokumen Renstra telah memuat :
visi, misi, tujuan, sasaran, indikator
kinerja sasaran, target tahunan,
indikator kinerja tujuan dan target
jangka menengah
4.4 Dokumen Renstra telah memuat
Indikator kinerja tujuan (outcome)
dan sasaran (outcome dan output)
telah memenuhi kriteria indikator
kinerja yang baik
4.5 Dokumen Renstra digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahunan
4.6 Dokumen RKT telah memuat
sasaran, program, indikator kinerja
sasaran, dan target kinerja tahunan
4.7 Dokumen RKT telah selaras dengan

dokumen Renstra dan dengan
Dokumen RKP/RKT atasannya
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4.8

IKU telah dimanfaatkan dalam
dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran

4.9 LAKIP menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai antara
realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya dan pembandingan
lain yang diperlukan

5 Terlaksananya administrasi 10% 5.1 Pencatatan Administrasi
perpustakaan yang baik Perpustakaan yang baik

52 Pengelolaan Administrasi
Perpustakaan yang baik

53

5,4 Prosedur peminjaman buku yang
baik.

6 Terlaksananya pengelolaan arsip 10% 6.1 Pencatatan dan pengagendaan arsip

persuratan yang baik

surat yang tertib.

E. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

1) Penanggung Jawab

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penanggung jawab pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penanggung jawab pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dapat didelegasikan kepada Inspektur
Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang penanggung jawab pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja meliputi :

a. membentuk Tim Pemeriksaan Kinerja;

b. menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Pemeriksaan Kinerja untuk melaksanakan tugasnya;

c. mengkoordinasikan penetapan tujuan dan lingkup program kerja setiap penugasan;

d. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja bersama Ketua Tim;

e. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan rekomendasinya kepada unit

kerja/lembaga yang diperiksa;

f. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja kepada Kepala Badan Pengawasan dengan

tembusan kepada Ketua dan Sekretaris, apabila diperlukan;

2) Tim Pemeriksaan Kinerja

a. Pelaksana kegiatan Pemeriksaan Kinerja adalah Tim Pemeriksaan Kinerja dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. Tim Pemeriksaan Kinerja terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Pengawas:

3. Ketua Tim; dan

4. Anggota Tim.

Halaman 11 dari 16

BADAN PENGAWASAN MA RI




c. Dalam hal diperlukan, Tim Pemeriksaan Kinerja dapat dibantu oleh tenaga ahli dari luar
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
d. Dalam kegiatan Pemeriksaan Kinerja, Tim Pemeriksaan Kinerja berwenang :
1. meminta dokumen, data, keterangan lainnya;
2. menelusuri surat-surat pengaduan yang disampaikan ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengenai kasus-kasus pelanggaran dan informasi penyimpangan lainnya;
3. berkoordinasi dengan Pengawas Eksternal Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
instansi pemerintah terkait lainnya.
3) Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan .
Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dilakukan melalui tahap sebagai berikut :
a. Survei pendahuluan;
Survei pendahuluan bertujuan untuk memperoleh informasi dasar tentang Obrik yang akan
digunakan untuk :
1) mengidentifikasi sasaran-sasaran pemeriksaan sementara;
2) mengidentifikasi sumber dan keandalan data;
3) mengumpulkan informasi operasional untuk perencanaan pemeriksaan;

4) mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lanjut.

Langkah-langkah dalam survei pendahuluan adalah :

1) menentukan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar tentang
Obrik;

2) mengumpulkan informasi dasar tentang Obrik dengan teknik yang telah ditentukan;

3) mendokumentasikan hasil dari survei pendahuluan.

b. Penetapan sasaran pemeriksaan;
1) Penetapan sasaran pemeriksaan adalah kegiatan merumuskan hal-hal yang hendak dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berdasarkan hasil survei pendahuluan;
2) Tujuan dari penetapan sasaran pemeriksaan adalah:
- mengidentifikasi masalah pemeriksaan;
- mengidentifikasi aspek-aspek kinerja yang relevan;
- mengidentifikasi unsur-unsur temuan dan laporan yang akan disusun oleh Tim

Pemeriksaan Kinerja.

¢. Langkah-langkah dalam menetapkan sasaran pemeriksaan adalah :
1) memilih permasalahan untuk diperiksa;
2) mengidentifikasi pengguna laporan hasil pemeriksaan;
3) menyusun hal-hal yang akan diuji dengan :

e penetapan capaian atau proses;
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e penetapan unsur-unsur temuan;

e penetapan kriteria;

e penentuan penyebab-penyebab potensial yang akan dieksplorasi.
4) menyatakan sasaran pemeriksaan;

5) menyatakan sub sasaran pemeriksaan.

d. Penyusunan program kerja pemeriksaan;

1) Penyusunan program kerja pemeriksaan merupakan kegiatan mendisain pelaksanaan
pemeriksaan yang meliputi penetapan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan yang akan
digunakan untuk pelaksanaan pengujian;

2) Lingkup pemeriksaan merupakan batasan pemeriksaan berupa luas sasaran, permasalahan
yang akan diperiiksa, dan waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan serta besarnya sampel
yang akan diambil;

3) Metodologi pemeriksaan merupakan pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data yang
akan digunakan oleh Tim Pemeriksaan Kinerja untuk mencapai sasaran pemeriksaan;

4) Tujuan dari penyusunan program kerja pemeriksaan untuk menentukan disain pelaksanaan
Pemeriksaan Kinerja sehingga akan memudahkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;

5) Langkah-langkah dalam mendisain pelaksanaan pemeriksaan yaitu:

* memilih data-data yang akan digunakan dalam pemeriksaan;
»  menetapkan sumber data dan cara perolehannya;

*  menetapkan lingkup kerja pemeriksaan dan periode waktu;

*  menetapkan metode analisis dan pengukuran kinerja;

*  menetapkan metode untuk meyakinkan kompetensi data;

*  menguji program kerja.

e. Pengukuran kinerja aktual;

1) Pengukuran kinerja aktual adalah kegiatan membandingkan kinerja aktual Obrik dengan
kriteria secara obyektif dengan menggunakan pendekatan proses atau pendekatan capaian;

2) Pada pendekatan proses, Tim Pemeriksaan Kinerja mengobservasi operasi Obrik dan
menganalisa pengaturan manajemen, struktur organisasi, dan prosedur-prosedur yang
dilakukan dalam pencapaian hasil;

3) Pada pendekatan capaian, Tim Pemeriksaan Kinerja menilai kinerja input, output dan hasil;

4) Tujuan dari pengukuran kinerja aktual adalah untuk memperoleh informasi dasar atau
indikator mengenai ada tidaknya kesenjangan kinerja untuk mengidentifikasi peluang
perbaikannya;

5) Langkah-langkah dalam pengukuran kinerja aktual adalah :

= menetapkan kriteria;
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* mengukur kinerja aktual berdasarkan aspek kinerja yang efisien, efektif dan ekonomis;

* membandingkan kinerja aktual Obrik dengan kriteria yang telah ditetapkan.

f. Identifikasi peluang perbaikan.
1) Identifikasi peluang perbaikan adalah kegiatan menetapkan penyebab, tindakan perbaikan,
menentukan alternatif solusi dan membuat rekomendasi dalam hal ditemukannya
kesenjangan kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja aktual;
2) Tujuan dari mengidentifikasi peluang perbaikan adalah untuk mengetahui penyebab adanya
kesenjangan kinerja sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan yang akan digunakan
untuk mengatasi kesenjangan kinerja tersebut;
3) Langkah-langkah dalam mengidentifikasi peluang perbaikan adalah dengan cara :
= mengukur kesenjangan kinerja dengan membandingkan antara kinerja aktual dengan
kriteria;

» memperkirakan akibat;

* menyusun alternatif solusi yang dapat meminimalisasikan penyebab kesenjangan
kinerja;

* mengkomunikasikan unsur-unsur temuan yang telah teridentifikasi dan alternatif solusi
dengan Obrik;

* menyusun rekomendasi tindakan perbaikan kesenjangan kinerja.

4) Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
a. Tim Pemeriksaan Kinerja wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja secara tertulis
untuk tiap penugasan Pemeriksaan Kinerja;
b. Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disusun secara jelas, ringkas dan konstruktif;
c. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja paling sedikit mencakup hal-hal mengenai :
1) latar belakang;
2) lingkup pemeriksaan;
3) metodologi;
4) hasil temuan-temuan berdasarkan bukti-bukti yang terartikulasi jelas;
5) rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
d. Hasil temuan terdiri atas unsur-unsur :
1) kondisi, yaitu kinerja faktual yang ada;
2) kriteria, yaitu standar untuk menentukan apakah Obrik telah memenuhi harapan;
3) sebab, yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya kondisi;
4) akibat, adalah konsekuensi yang terjadi karena penyimpangan kondisi dan kriteria;
5) rekomendasi.
e. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disampaikan kepada Obrik untuk dipelajari dan

ditanggapi secara tertulis.
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Tanggapan tertulis dibahas bersama dalam forum klarifikasi;

Forum klarifikasi terdiri atas Tim Pemeriksaan Kinerja, Obrik, dan Kepala Badan Pengawasan
(bila diperlukan);

. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak terselesaikan dalam forum klarifikasi, perbedaan

pendapat tersebut wajib dicantumkan dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
disampaikan kepada atasan langsung Obrik;
Hasil pembahasan pada forum klarifikasi disusun menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan Kinerja;

. Pengawas Internal Mahkamah Agung menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

kepada Obrik, unit kerja yang bersangkutan dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, dengan tembusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan

pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja;

. Dalam hal diperlukan, Kepala Badan Pengawasan dapat menyampaikan Laporan Hasil

Pemeriksaan Kinerja kepada Ketua dengan tembusan kepada Sekretaris dan unit organisasi
terkait sebagai bahan masukan untuk perbaikan di bidang perencanaan, penganggaran,

organisasi, dan tata laksana.

5) Dokumentasi

Tim Pemeriksaan Kinerja wajib menyimpan setiap catatan, dokumentasi, rekomendasi dan tindak

perbaikan.

Adapun dokumen yang menjadi bahan analisa dalam pengamblan kesimpulan hasil pemeriksaan

dan penyusunan rekomendasi perbaikan antara lain (tetapi tidak terbatas) dokumen sebagai
berikut :

struktur organisasi;

laporan-laporan yang dibuat dan pencatatannya;

data sumber daya manusia yang tersedia dan pembagian tugas masing-masing personil;
perencanaan strategis, rencana kerja, rencana anggaran, sumber anggaran dan Kerangka
Acuan Kegiatan;

peraturan-peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
unit kerja;

dokumen penetapan kinerja;

laporan pencapaian rencana kinerja;

laporan awal, interim atau akhir program/kegiatan;

Kerangka Acuan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya program/kegiatan;

Keputusan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Badan Peradilan di
bawahnya tentang pembentukan Tim Pelaksana program/kegiatan;

dokumen kontrak;
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s data pendukung dan bukti-bukti pelaksanaan program/kegiatan lainnya.dokumen/laporan yang
terkait fungsi yang diperiksa;
= data/dokumen pendukung lainnya.

F. Monitoring dan Tindak Lanjut
1) Secara periodik Tim Pemeriksaan Kinerja wajib memantau Obrik untuk memastikan tindakan
perbaikan kinerja yang diambil;
2) Penanggung jawab Pemeriksaan Kinerja secara rutin wajib mereviu tindak lanjut untuk
memastikan efektivitas tindakan perbaikan yang telah diambil;
3) Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Kinerja dapat berupa :
* Penghargaan;
Penghargaan dan sanksi ditentukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
» Sanksi.
Dalam hal ditemukan indikasi bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemeriksaan
Kinerja :
o tidak menjalankan tugas dan kewajibannya serta menunjukkan penyimpangan disiplin
Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
e tidak menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Kinerja dan menunjukkan kinerja yang merugikan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
maka dilakukan penelaahan bersama antar Unit Organisasi di lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

G. Penutup
Dalam hal penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan kinerja dilakukan serangkaian penilaian

menggunakan instrumen kertas kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran II modul ini.
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Lampiran II

Surat Keptusan Kepala Badan Pengawasan MA RI
Nomor : 043 /BP/SK/VIII/2013

Tanggal : Agustus 2013

PEDOMAN PENILAIAN INTEGRITAS PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013

A. Pendahuluan

Prinsip dalam melaksanakan penilaian integritas yakni :

1) Penilaian atas integritas peradilan diukur berdasarkan hasil wawancara/pemeriksan
aparat pengadilan dan melalui kuisioner kepada pengguna peradilan

2) Pelaksanaan Penilaian Integritas dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit
kinerja dilakukan

3) Dalam Penilaian Integritas dilakukan terhadap aparat peradilan (integritas internal)
dan pengguna peradilan — para pihak (integritas eksternal) dibagi dalam 2 (dua)
metode yaitu :

a) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan dialog seputar pelaksanaan tugas,
baik kepada Pimpinan aparat Pengadilan maupun kepada masyarakat/pencari
keadilan

b) Kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan analis
mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang
utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau

oleh sistem yang sudah ada melibatkan responden yaitu pengguna jasa pengadilan

B. Ruang lingkup Penilaian Integritas
Ruang lingkup dalam penilaian integritas yaitu pada area pelayanan yang difokuskan
atas 3 (tiga) hal yaitu:
1) Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan;
2) Integritas Aparatur Pengadilan;
3) Lingkungan dan Budaya Organisasi;

C. Materi Penilaian Integritas

Adapun yang menjadi materi dalam pemeriksaan kinerja adalah :

1) Materi Penilaian Integritas Pengadilan (Internal);

No. Perspektif/Sasaran/Target Bobot Indikator
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1 Meningkatnya Transparansi 40%
dan Akuntabilitas
Pengadilan

1.1

Seluruh perkara diselesaikan tepat waktu.

1.2

Panjar perkara sudah sesuai dengan
ketentuan.

1.3

Prosedur beracara sudah sesuai ketentuan.

1.4

Pengeadilan memungut biaya perkara tidak
melebihi ketentuan.

1.5

Meningkatnya kualitas informasi atas
penggunaan serta pertanggungjawaban
keuangan perkara.

1.6

Meningkatnya pelayanan pendaftaran dan
informasi perkara.

1.7

Meningkatnya tingkat kepercayaan
masyarakat kepada aparat pengadilan dalam
hal pengelolaan keuangan perkara.

1,8

Meningkatnya pelayanan atas pengiriman
salinan putusan.

1.9

Meningkatnya pelayanan pelaksanaan
sidang sesuai jadwal.

1.10

Terselenggaranya sidang dengan tidak
menyampingkan hak dan kewajiban para
pihak.

1,11

Terselengaranya persidangan yang netral.

1.12

Meningkatnya informasi atas tatacara
menyalpaikan pengaduan.

1.13 Meningkatnya pelayanan informasi yang
dilakukan oleh aparat pengadilan.
1.14 Meningkatnya pelayanan publik di
pengadilan.
2 Meningkatnya Integritas 30% 2.1 Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas
Aparatur Pengadilan integritas hakim dan aparat pengadilan
lainnya.
3 Meningkatnya kualitas 30% 3,1 Meningkatnya kedisiplinan aparat
lingkungan dan budaya pengadilan.
organisasi pengadilan. 3,2 Meningkatnya pengawasan melekat di

pengdilan yang dilakukan oleh pimpinan.

2) Materi Penilaian Integritas Pengadilan (Eksternal);

Penilaian integritas pengadilan dilakukan melalui qusionarie yang disebar kepada

pengguna pengadilan. Adapun materi quisionarie adalah :

A. Transparansi dan Akuntabilitas

1) Apakah pengadilan ini telah secara konsisten melaksanakan penyelesaian
perkara tidak lebih dari 6 bulan) dan jika lebih dari 6 bulan apakah Saudara

diberitahu alasan penyebabnya?

2) Apakah Anda tahu dalam berperkara dikenakan biaya resmi sesuai dengan

ketentuan?
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3) Apakah di Pengadilan ini ada panduan mengenai prosedur beracara yang
menyebutkan tahapan dan tenggang waktu yang diperlukan yang terlihat
secara jelas?

4) Apakah Saudara tidak diminta biaya-biaya lain yang tidak berkaitan dengan
penyelesaian perkara?

5) Apakah di Pengadilan ini ada pengumuman mengenai ketetapan biaya perkara
dan biaya-biaya lain yang dipungut oleh Pengadilan secara resmi?

6) Apakah di Pengadilan ini tersedia loket khusus untuk mendaftarkan gugatan/
permohonan atau untuk melimpahkan perkara pidana?

7) Apakah di Pengadilan ini tersedia pengumuman mengenai jadwal persidangan
yang dapat dilihat oleh umum/pencari keadilan?

8) Apakah di Pengadilan ini terdapat ruang tunggu untuk pengunjung/ pencari
keadilan yang menunggu giliran sidang?

9) Apakah di Pengadilan ini menggunakan alat komunikasi berupa sound system
untuk memanggil/ menyampaikan pengumuman kepada pencari keadilan?

10) Apakah untuk pembayaran biaya-biaya yang Anda lakukan di Pengadilan ini
selalu diberi bukti pembayaran berupa kwitansi?

11) Apakah pembayaran yang Anda lakukan sesuai dengan tariff yang ditetapkan?

12) Apakah setelah perkara diputus Anda diberi tahu tentang sisa panjar biaya
perkara serta kapan dan dimana Anda bisa mengambilnya?

13) Apakah di Pengadilan ini Anda dapat memperoleh dokumen-dokumen yang
Anda minta (mis: salinan putusan/penetapan) dengan mudah dan tepat waktu?

14) Apakah setiap persidangan perkara Anda dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan?

15) Apakah Hakim dalam persidangan memberi penjelasan tentang hak dan
kewajiban Anda selaku pihak dalam perkara?

16) Apakah Hakim dalam persidangan memberikan kesempatan yang sama kepada
kedua belah pihak yang berperkara?

17) Dalam hal terjadi penundaan sidang, apakah kepada Anda dijelaskan mengenai
alasan mengapa sidang ditunda dan waktu sidang berikutnya?

18) Apakah di Pengadilan ini Anda diperboleh kan melihat/ mempelajari berkas
perkara untuk melihat surat-surat atau bukti pihak lawan?

19) Apakah di Pengadilan ini terdapat panduan mengenai tatacara menyampaikan
pengaduan yang dapat membantu Anda apabila ingin menyampaikan
pengaduan?

20) Apakah pejabat atau pegawai di Pengadilan ini memberikan respon yang baik

ketika Anda menanyakan sesuatu atau mengadu?
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21) Secara umum apakah Pengadilan ini memberikan layanan yang baik kepada
Anda?

B. Integritas Aparatur

1) Apakah selama Anda berperkara/ berurusan di Pengadilan ini pernah
memberikan sejumlah uang atau pemberian dalam bentuk lain kepada Hakim
atau Pegawai Pengadilan dengan tujuan agar menang dalam perkara atau
dipermudah urusan Anda?

2) Apakah Anda pernah diminta oleh Pegawai Pengadilan ini untuk membayar
biaya perkara atau biaya lain lebih besar dari tariff resmi yang ditetapkan?

3) Apakah Anda pernah mengalami urusan Anda di Pengadilan ini dipersulit
karena Anda tidak mau memberikan sejumlah vang yang diminta oleh pegawai
yang melayani Anda?

4) Apakah Anda pernah merasakah bahwa seorang Hakim atau Pegawai
Pengadilan ini memberikan suatu isyarat agar Anda memberikan sejumlah
uang atau pemberian dalam bentuk lain?

5) Apakah Anda pernah mengalami bahwa seorang Hakim atau Pegawai di
Pengadilan ini menjanjikan untuk membantu urusan Anda dengan meminta
suatu imbalan?

6) Apakah Anda pernah menemui Hakim yang menyidangkan perkara Anda di
luar sidang dengan maksud untuk meminta bantuan agar dimenangkan dalam
perkara atau dijatuhi pidana ringan, atau dibebaskan dari dakwaan?

7) Apakah Anda pernah melihat pihak yang sedang berperkara menghadap
Hakim dari Pengadilan ini bertemu di luar persidangan tanpa disertai oleh
pihak lawannya?

8) Apakah Anda pernah melihat seorang Hakim menunjukkan keakraban dengan
seorang Jaksa atau seorang Advokat/ Pengacara, misalnya dengan pergi
bersama dalam satu mobil, atau makan/ minum bersama di rumah
makan/café?

9) Apakah Anda pernah diberi nomor tilpun/ HP oleh seorang Hakim atau
Pegawai dari Pengadilan ini?

10) Apakah Anda pernah dihubung melalui tilpun atau sms oleh seorang Hakim
atau Pegawai dari Pengadilan ini?

C. Lingkungan dan Budaya Organisasi

1) Apakah Anda pernah melihat Hakim atau Pegawai di Pengadilan ini yang tidak
berada di tempat yang seharusnya (misalnya: ngobrol di kantin atau di tempat
lain yang tidak seharusnya ) pada jam kerja tetapi bukan pada jam istirahat?

2) Apakah Anda merasa mendapat kesulitan dalam urusan Anda di Pengadilan ini

tanpa memberikan tip kepada Pegawai yang melayani Anda?
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3)

4)

),

6)

7

8)

9)

Apakah anda pernah melihat Hakim dan Pegawai di Pegawai di Pengadilan ini
tidak mengenakan pakaian seragam dinas dan tanda pengenal?

Apakah di Pengadilan ini tidak/ belum dibuat standar pelayanan yang
diumumkan di tempat yang mudah dilihat/ dibaca oleh pencari keadilan?
Apakah menurut pendapat Anda pelayanan di Pengadilan ini masih kurang
atau bahkan tidak baik?

Apakah menurut pendapat Anda sikap para Hakim dan Pegawai di Pengadilan
ini kurang ramah kepada pencari keadilan?

Apakah Anda harus menunggu terlalu lama untuk mendapat giliran sidang
perkara Anda atau untuk menyelesaikan urusan Anda di Pengadilan ini?
Apakah Jurusita/ Jurusita Pengganti yang menyampaikan panggilan/
pemberitahuan kepada Anda meminta uang transport kepada Anda?

Apakah menurut pendapat Anda Pimpinan Pengadilan ini tidak/ kurang
mengembangkan budaya anti korupsi (misalnya: dengan melakukan kampanye
anti korupsi melalui pamphlet, brosur, baleho di lingkungan kantor

pengadilan)?

10) Menurut pendapat Anda apakah pengawasan oleh Pimpinan Pengadilan

kepada para Hakim dan Pegawai di Pengadilan ini belum efektif?
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